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j. pelestzrian tingkungan dan bangr:nan cagar budaya yang
dijadikan kawaean pariwisata hanrs mengikuti prinsip-
pr_lnsip pqrr-r-ugarqn ; ds-rl

k. pengembangan lahan dalam kawasan lingkungan cagar
budaya harus mengikuti ketentuan yang berlaktrtidak
diperbolehkan mengubah sihrs peninggalan kebudayaan
r-nasa lampau,

(15) Ketentuan umum peratrrran zonasi unhrk kawasan perunhrkan
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melputi :

a, ketenttran umum perahrran znnasi kawasgn perdagangan
dan jasa; darr

b. ketentrran umum perahrran zonasi kawasan pertahanan dan
keamanan.

{16) Kctcntuan umum perattrran aonasi kawaaan peruntukan
perdagangan dan jasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (15)
huruf a, dis.us.un dengan memperhatikan :

a. diperbolehlcan seluruh kegiatan unhrk menambatr RTH a3ar
mencapai 30% (tiga puluh Persen);

b. diperbolehkan pemx$aatan ruang unhrk kegiatan rekreasi;

c. diiperbolehkan bersyarat terbatas pendirian bangunan
hanya unhrk bangunan penunjang kegiatan perdagangan,
jasa, dan fasilitas umum lainnya; dart

d. tidak diperbolehkan kegiatan yang bukan pendukung
perdagangan dan jasa.

(17) Ketentuan umum perahrran zonasi kawasan peruntukan
pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(tS) huruf b, disusun dengan ketenhran :

a. diperbolehkan kegiatan budidaya yarrg dapat mendukung
kawasan pertahanan;

b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang dapat
mengganggu fungsi utama kawasan pertatranan dan
pelaranganr kegietan yang dapat membah dan atau
mengganggu fungsi utama kawasan pertatranan;

c. dipcrbolehkan peningkatan dominasi hunian dengan fungsi
utafira sebagai kawasan pertahanan dan keamanan;

d. pengutamaan pada kondisi aman dari batraya bencana atau
bahaya bencana buatan manusia;

e. peningkatan ahses menuju pusat kegiatan pertatranan dan
keamanan baik ytrLg terdapat di dalam maupun di luar
kawasan; da-rl

f. pengendalian yang disesuaikan dengan kriteria tehrik
kawasan pertahanan dan keamanan yang ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang
pertahanan dan keaman€,n?

?fit



(1)

-92-

Bagtan Kellma

Ketsntuan Unun Peraturan Zonait
Kawanal Strategta Kabupaten

Pagel 58

Ketentuan umum peraturan zonasi kaurasan strategis
pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimalsud dalam Pasal 52

ayal (5) hutuf a t"erdin atae ;

a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung kawasan;

b. diperbolehl€n dengan syarat alih fungsi peruntukan
kawasan pada kawasan strategis ekonomi;

c. mewajibkan pengalokasian ruang r:nhrk ruang terbuka hijau
pada ?ntradehgan kegiatan yang intensitasnya titgg;

d. diperbolehkan dengan syarat pembahan fungsi ruang
terbuka sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan
mang terbuka;

€. diperbolehkan pemanfaatan teknologi tepat guna;

f. diperbolehkan dengan syarat perluasan area kawasan;

g. tidak diperbolehkan kegiatan yaurry m€ngganggu daya
dukung dan daya tampung lingkungan; dan

h. penataan ruang kawasan strategis pertumbuhan ekonomi
lebih lanjut, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang
RTR Kawasan Strategis yang pengembangangya disesuaikan
luasan kawasan dan terintegrasi dengan RDTR Kawasan
lainnya.

Ketentuan umum peratur,an zonasi kawasan str'ategis sosial dan
budaya sebagaimana dimaksud ddam Pasal 52 ayat (5) huntf b
terdiri atas :

a. diperbolehkan kegiatan untuk pengembangan ilmu
pengetatruan, penelitian, pendidikan dan pariwieata;

b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya yang tidak
mengganggu fungsi kawasan; dan

c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan lebih tinggi
disekitar kaurasan pelestarian budaya adat Maayun Anak.

Ketenttran umum peraturan zonaei kawasan strategis
pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi
qebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huryf q terdiri
atas :

a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung kawaean;

b. diperbolehkan pemanfaatan teknologi tepat guna;

(2)

(3)

ort
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c. diperbolehkan kegiatan untuk pengembangan ilmu
pengetahuan, penelitian, pendidilran dan pariwisata; dan

d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu daya
dulmng dan daya tampung lingkungan.

Ketenttran umum perahrran z,onasi kawasan strategis fungsi
dan daya dukung lingkungan hidup sebaseimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (5) huruf d terdiri atas :

a. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak
mengganggU fungsi kawasan;

b. diperbolehkan perlindungan dan pengamanan kawasan;

c. diperbolehkan kegiatan yang meningkatkan fungsi kawasanl
dan

d. tidak diperbolehkan kegiatan yang berdampak negatif
terhadap keseimbangan ekosistem.

":

Brgler Kcenen
Keteatuan Pedzlaen

Pasaf 59

Ketenttran perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (21huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang
dalam pemberian izin pemanfaatan ruang herdasarkan rencana
struktur dan pqla ruqng yqns ditetapkan detam Peraturan
Daeratr ini.

Perizinan yang dikenakan pada kegiatan dan pembangunan
terdiri dari 3 (tiga)jenis yaitu :

a. izin lingkungan;

b. izin perencanaan dan pembangr:nan; dan

c. izin kegiatan.

Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat l2l humf a
terdiri atas izin persetujuan melalui Analisa Mengenai Damrpak
tinel$mgan (AMDAI), Reneana Pengelelaan Lrud<-ungsn (RKtl,
Rqnqena Pqmantauan Lingkungan (RPL), Upaya Pengelolaan
Liaglcungan (UKL), Upaya Pemantauan Linglcungan (UPL), dan
iztn Farlinduagan dan Pengelolaan Lingkungan T,drr.
lzrrl perencanaarr dan pembangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) hunrf b terdiri atas :

a. izin pemntukan penggunaan latran;

b. izin lokasi; dan

c. isin mendiril€n bangunan (IMB).

(1)

(2t

(3)

(4)

00n
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(5) lzrn perunhrkan penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf ^ borupa pemhorian rekomendasi
pamanfaatan ruang dengqn ketentuan lokasi yang diqiukaq
lmrang dari 1 (Saru) hektar meliputi ;

a. industri nrmah tangga;

b. perkantoran;

c. perdangan danjasa; dan

d. pariwisata buatan.

(6) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hunrf b dengan
ketenttran lokasi yang diqjukan sarla atau lebih dari 1 (sattr)
hektar meliputi :

a. industri besar;

b. industri menengah;

c. perkantoran; dan

d. perdagangan dan jasa.

(71 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf c dibErikan setelah mendapatkan iah lingkungan,
izin peruntukan penggunaan lahan dan/atau izin lokasi.

(8) lzin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c
terdiri atas:
a. izin SIUP (Surat lzin Usaha Perusatraan); dan

b. izin keramaian.

(9) Pemberian pnztnan sebagaimana dimalcsud pada ayat (21, ayat
(3), dan ayat (4) diberikan kepada perseorangan, dan/atau
badan huls*m seeuqr dengan ketentuau psrundarrg-utldanga$,

(10) Ketenhran lebih lanjut mengenai mekanisme dan persyaratan
perizinan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

(11) Perizinan pemanfaatan rarang pada kawasan pengendalian ketat
skala regional diberikan oleh Gubernur.

(l2l Perizinen pemanfaatan rrrang pada kawasan pengendalian ketat
skala lokal dibsrikan oleh Bupati.

(13) Ituwasan pengendalian ketat sebagaimana dimalcsud pada ayat
(1) merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan secara
khusus dan dibatasi pemanfaatannya unhrk mempertahankan
daya dukung, mencegah dampak negatif, menjamin poees
pembangunan yang berkelanjutan.

tt
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Baglaa Kotr{uh
Ketcntuaa Inccatlf dea Dlrlasenttf

Pasaf 6()

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c diselenggarakan unhrk :

a. meningkatkari upaya pengendalian pemanfaatan ruang
dalam rangka mevrujudkan tata ruang sesuai dengan
rencana tata nrang;

b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan
dengan rlencana tata ruangi dart

c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan
da1am" rangka pemanfaatan ruang yang' sejalan denjan
rencana tata ruang.

(21 Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang
pada kawasan yang didorong pengembangannya.

(3) Insentif dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non Iiskal

l$l Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
berupa:
a. keringanan pajak; dart

b. penguranganretribusi.

(5) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
berupa :

a. pemberian kompensasi;

b. subsidi silang;

c. kemudahan perizinan;

d. imbalan;

e. sewa ruang;

f. urun saham;

g. penyediaan prasaranadan sarana;

h. penghargaan; dan

i. publikasi atau promosi.

(6) Insentif yang diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan yang
sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat l2l tErdin atas :

a. insentif yang diberikan pemerintatr daeratr kepada
pemerintah desa dalam witayah kabupaten, atau dengan
pemerintatr daerah l,ainnya apabila dalarn pelaksanaan
kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruangi dan
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b. insentif yang diberikan pemerintah daeratr kepada
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan
dEngan reneaqa tata ruq-ng,

Insentif yang diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah,
atau dengan pemerintah daeratr lainnya apabila dalam
petaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hurrf a meliputi :

a. insentif kepada pemerintatr daerah meliputi :

1. subsidi silang;

2. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang
yang diberikan oleh Pemerintah;

3. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;

4, pemberian kompensasil

5. penghargaan dan fasilitasi; dan /atau
6. publikasi atau promosi daeratr.

b. insentif kepada pemerintah daeratr lainnya meliputi :

1. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerirna
manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat
yang diterima oleh daerah penerima manfaat;

2. kompensasi pemberian penyediaan sarzura dan
prasarana;

3. kemudatraan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang
yang diberikan oleh pemerintatr daeratr penerima
manfaat kepada investor yang berasal dari daeratr
per-nben r-n-aqfaa$ dan / atau

4. publikasi atau promosi daeratr.

Insentif yang dibcriken lcepada masyarakat sebagaimana
dimahsud pada ayat (6) huruf a dapat diberikan :

a. pemberian keringanan pajak;

b. pemberiankompensasi;

c. pengurangan retribusi;

d. imbalan;

e. sewa ruang;

f. urun saham;

g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
h. kemudatran perizinan.

(9) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada
kawasan yang dibatasi pengembangannya.

(8)

Wtt"
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(10) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdiri atas
disinsentif fiekal dan disinsentif non fisksl.

(11) Disinsentif liskal sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berupa
pengenaan pajak yang tingei.

(12) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
betupa :

a. kew4iiban memberi kompensasi;

b. pensyaratan khusus dalam perizinan;

c. kewaJiban memberi imbalan; dan/atau

d. pembatasan penyediaan prasa-rana dan aarana.

(13) Pemberian disinsentif fiskal sebagiamna dimaksud pada ayat
(11) dilaksanakan sesuai denga ketentuan peraflrran
pgrundang-undangan'

(14) Pemberian disinsentif terdiri atas :

a. disinsentif yang diberikan kepada pemerintatr dan
pemerintah daeratr dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak
sejalan dengan rencana tata ruang; dan

b. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha
dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan
dengsn rgncana tata ruang'

(15) Disinsentif yang diberikan pemerintatr daeratr kepada
pemerintatr daerah lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak
sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud ayat
(la) huruf a meliPrrti ;

a. insentif kepada pemerintah daerah meliputi :

1. pensyaratan khusus dalaJn perizinan bagi kegiatan

2. pemartfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintatr;

3. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
dan/atau

4,pembenan sEatus t€rtentu dan Pemennteh,

b. insentif kepada pemerintah daerah lainnya metputi :

1. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah
pemberi manfaat kep,ada daerah peaerinoa manfaat

2. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan latau
3. pensyaratan khusus dslarrl perizinan bagi kegiatarr

pemanfaatan rLrang yang diberikan oleh pemerintatr
daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari
daerah penerima manfaat.
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(16) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan
swaeta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan
reuqana tata ruang sebagermana drmaksud pada 4yat (11) huruf
b rneliputi :
a. kewqiiban memberi kompensasi;

b. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan

c. pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah;

d. kewajiban memberi imbalan;

e. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau

f. pensyaratan khusus dalarn perieinan.

Badan Kcdctrapan

Iteteatuan Senbl

Pasal 6l
Arahan sanksi sebagai salah satu cara dalarn pengendalian
pemanfaatan.

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran
pemanfaatan rLrang dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan
perahrran perundang-undangan.

Arahan sanksi dikenakan pelaku pembangunan yang tidak
sosuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten meliputi :

a, pemanliaatarl mang yang tidak sesuai dengan rencana atau
melangar ketentuan umLrm peraturan zonasi;

b. pemanfaatan ruang tanpa izin yang diterbitkan berdasarkan
RTRW Kabupaten;

c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan i^n yang
diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan
izin yang diterbitkan berdasarkan R:IRW Kabupaten; dan

e. pemanfaatan ruarrg dengan id:tn yang diperoleh dengan
prosedur yang tidak benar.

Pasal62

Pelanggaran terhadap Pqraturan Daerah ini dikenakan sanksi
administrasi dan/atau sanksi pidana.

Sanksi dikenakan kepada perseorang€rn dan atau korporasi
yang melakukan pelanggaran sesuai ketenttran peraturart
pErundeng-undangen'

(1)

(2)

(3)

(1)

(21

W)"
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Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam benhrk :

a. peringatan terhrlis;

b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian siementara pelayanan umum;

d. penuhrpan lolusi;
e. pencabutan izin;

f. pembatalan izin;

g. pembongkaran bangunani 
,

h. pemulihan fungsi mangi dan/atau

i. dendaadministratif.
Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (U diberikan
sesuai dengan ketenttran perahrran perundang - undangan.

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) meliputi :

a. peringata-n terhrlis dapat dilaksanakan dengan prosedur
baltwa P-ejabat yaurtg berwenang dalam penertibart
pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan
pqringa.tan tertuli-s melalUi p-enertiban sqrat peringatan
terhrlis sebarryak-banyaknya 3 (tiga) kali;

b. penghentian sementara dapat dilakukan melalui :

1. penertiban surat perintah penghentian kegiatan
sesneotqxe dan peiebat yeng berwenang ltlelehrke4
penertiban pelanggaran pemanfaatan **g;

2. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentiart
kegiatan sementara, pejahat yang berwenang melalnrlran
penertiban dEngan menerbitkaM.urat kEputusan
pengenaan ganksi pqnghentian sementara $gqara pqkga
terhadap kegiatan pemanfaataa ruang;

3. pejahat yang henuenang melakukan tindat<an penertiban
dengan memteritahukan kepada pelanggar mengonai
pen-geoees seaksi p-esghenuen kegietan penBaBfastan
rarang dan akan segera dilalsukan tindalcan penertiban
oleh apa-rat penertiban;

4. berdasarkan surat kepuhrsan pengenaan sanksi, pejabat
yang berwEnang melalriukan pEneffban dengan banhran
aparat penertiban melalnrkan penghentian kegiatart
pemanfaatan rr-ang secara paksa; dan

(4)

(s)

W
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5. setelatr kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat
yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan
pemanfaatan ruang yaug drhEntikan tidak berqparasi
kembali sampai dengan terpenuhidrya tewa3iU_an
pelanggar untuk fiienyesuail€etl pemanfaatafl nrengnya
dongan r€ncana tata rtrang dan/atau kotentuan teknis
pemanfaatan mang yang berlalm.

peqshe4tlar_r gernqntara p9layaqqlr Ur.nqgl depa! dilakukan
melalui :

1. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara
pelayanan umLrm dari pejabat yang berwenang
melakukan penertib44 pelanggsr-an pemanfaatan ruarg
(membuat surat pemberitahuan penghentian sementara
pelayanan umum);

2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan
yang disampaikan, pejabat yang berwenang melaktrkan
penertibeq deogan lu€qerbitken euret k-eputupan
pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan
umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-
jenis pelayarran umum yang akan dipuflrs;

3. pejabat yang berwenartg meld<trkan tindakan penertiban
dengan memberitatlukan kepada pelanggar mengenai
pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan
umtrm yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian
jenis-jenis pelayanan umum yang akan dipuhrs;

4. pejabat yfrtg berwenang menJrampaikan perintah kepada
penyedia jasa pelayanan umum unhrk menghentikarl
pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan
secukupnya;

5. penyedia j"o pelayanan umum menghentikan pelayanan
kepada pelanggaa dan

6. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian
sementara pelayanan urnum dilalsukan untuk
memastikan tidal( terdapat pelayanan umum kepada
pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi
Iceura.iiliannya untuk menyesuaikan pemanfaatan
ruangnya dengan rencana tata f,rang dan ketentuan
teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

penuhrpan lokasi dapat dilakukan melalui :

l. penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat
y{tg berwerrang melakukan penertiban pelanggaran
pemanfaatan ruang;

2, apabila pelanggar mengabaikan surat perintatr yang
disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat
kepuhrsan pengenaan sanksi penuhrpan lokasi kepada
pelangaf

d.

rrp"
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pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban
dongan memberitatrukan kepada pelanggar mengenai
pgnge4aan sanksi pgnutupan lqkasi yaug akan segera
dilaksanakan;

berdasarkan surat kepuhrsan pengenaan sanksi, pejabat
yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban
r-nelakukan penuhrpan lokasi scaara paksa; dan

pengawasan terhadap penerapan sanksi penuttrpan
lokasi, untuk memastikan lokasi yang dittrttrp tidak
dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi
kewajibannya unhrk menyesuaikan pemanfaatan
ruangaya dengan r9ncaoa tata tuang dan ketenhrqR
teknis pemanfaatan ruang yang berlaktr.

e. peneabutan iitn dapat dilalsukan melalui :

menerbitkan surat pemheritahuan sekaligus pencahutan
izin oleh pejabat yang berwenang melalrukan penertiban
pelanggaran pemanfaatan ruang;

apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitatruan
yang dinampaikan, pejabat yang herwenang menerhitlcan
surat keputusan p-engqneqn sesksi Benqabulan iztn
pemanfaatan mang;

pejabat yang berwenang memberitahukan kepada
pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;

pejabat yang berwenang melalrulran tindakan penertiban
mengajukan permohonan pencabutan i"in kepada
pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakulcan
pencabutan izin;

pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan
pencabrrtan iarr menerbit}an keputusan pencabutan
lgjn;
memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai
status izin yang t€lah dicabut, sekaligus perintatr unhrk
menghentilon kegiatan pemanfaatan ruang secara
permanen yang telah dicabut izinnya; dan
apabila pelanggar mengabaikan perintatr unttrk
menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dieatmt
izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban
kegiatan tanpa id-rua sesuai peraturan penrndang-
undangan,

f. pernbatalanizrndilakrkan melalui :

1. membuat lembar evaluasi yang berisikanl dengan aratran
pola pemantaatan ruan8 .talam rengana tata rgang yang
berlaku;

1-

3.

4.

5.

5.

6.

7.

3.

4.
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2. memhritatrukan kepada pihak yang memanfaatkan
ruang perihal rencana pembatalan idn, agar yang
bersanskJtan dapat mEngambit laseksh-lanskah yans
diperluken unhrk menganti_sipasi hal-hat ekibet
pembatalan iain;

3. menerbitkan surat kepuhrsan pembatalan idn oleh
pejabat yang belonang melatflkan penertiban
pelengge{er-I pgme-rfeatgr-l ruarlg;

4. memberitahukan kepada pemegang izin tentang
kepuhrsan pembatalan izin; ,.

5. menerbitkan surat kepuhrsan pembatalan iiala dari
pajahat yang memiliki kewenangan unhrk melal<ukan
Pembstqlan Eln; darl

6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai
stahrs izin yang telah dibatalkan.

g. pembongtraran bangunan dilakukan melalui :

1. menerbitkan surat pemberitahuan perintatr
pembonglraran bangunan dari pejabat yang berurenang
melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan
yang disampaikan, pejabat yang berwenang melalrukart
penertiban mengeluarkan surat keputtrsan peng€naan
sanksi pernbongkaran bangmar5

3. pejabat yang berwenang melakr"rkan tindakan penertiban
memberltahukan kepada pelanggff mengenal pengenaan
sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera
dilaksanakan; dart

4. berdasar surat kepuhrsan pengenaan sanksi, pejabat
yang herwenang melalrukan tindakan penertiban dengan
belltuan eparat Dsnertiban melslsukan pembongkaran
banggnan seaara pakge,

h. pemulihan fungsi mang dapat dilakukan melalui :

1. menetapkan ketenhran pemulihan fungsi ruang yang
berisi haeian-bagan yang hanrs dipulihkan fungsinya
daR qsra pEmulihennye;

2. pejabat yang berwenang melaktrkan penertiban
pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat
pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;

3. apabila pelanggar mengabailcan surat pemberitahuan
yau.tg disampaikan, pejabat y{tg berwenang melakr:kan
penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan
sanksi pemulihan fungsi ruang;



(6)
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4. pejabat yang berwenang melalrukan tindakan
penertitan, memberitahukan kepada pelanggar
n0Qngena! p*engQnaqn sa$ksi pgmulhan funesi ruaqg
yang hartrs dilakqanakan pela4ggar dalam jangka waktu
tertentu;

5. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban
melahrkan plengawasan pelaksanaan ksgiatalt
p-ern-qlihag fur-tSqi ruaqg;

6. apabila sampai jangka walcttr yang ditentukan pelanggar
belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat
yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertibart
dapaj melakr"rkan tindakan p,aksa untuk melalq+kan
pemulihan fungsi ruang; dan

7. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mamPu
membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah
dapat mengajukan penetapan pengadilan agar
pemullhaq dilekukqo qleh pemermteh atas beben
pelanggar di kemudian hari.

i. denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau
hersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif: dan

j. ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tafa cara
pengenaan sanksi adminstratif, sanksi pidana penjara,
dan/atau sanksi pidana denda akan diahrr sesuai dengart
ketenhran peraturan perrrndang-undangan.

pada tatrap pertama
are untuk mufakat.

Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) tidak diperoleh kesepakatan, Pffia pihak dapat
menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan
atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana
tata nrang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi
pidana sesuai dengan ketentuan peraturan pentndang-
undangan bidang Benataan rE4L1B,

BAB IX
TTAIT, IIDW&IIBAIT, BEI|TTIK DAIT TATA CABA

Pr&tlt!4A*SY-ABA!_IAT

Baglaa l&satu
Hak daa Kcwqflbaa

Palat 63

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untrrk :

(8)

(1)

W
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a. mengetahui rencana tata ruang;

b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagei akibat penataan
ruans

c. memperoleh penggantian yang layak atas kenrgian yang
timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yarrtg
sesuai dengan rencana tata ruang;

d. mengajukan keberatan kepada pejabat benrrenang terhadap
pemiiangunan yang tidak sesuai clengan rencana tata ruang
di wilayahnya;

e. mengqiukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata nrang
kepada pejabat berwenanBi dan

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah
dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pemhangunan
yaqg tidak sesual dEngan rEngana tata rua$g menimbulkan
kerugran:

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajih :

a. menaati rencana tata nrang yang telah ditetapkan;

b. memar$aatkan ruang sesuai dengan izrn pemanfaatan ruang
dari pejabat yang berwenang;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
pemanfaatan mang; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan
peraturan penrndang-undangan dinyatakan sebagai milik
umum.

Baglan Kedua

BontuL Pena ilasyarakat

Pasel 64

Peran masya-rakat dalam penataan ruang dilalrukan pada tahap:

a. perencanaan tata ruang;

b. pemanfaatan ruangi dan

c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang
bertrpa :

a. masukan mengenai :

1. persiapan pen5rusunan rencana tata ruang;

2. penentuan aratr pengembangan wilayatr atau kawasan;

3. pengidentifrkasian potensi dan masalah pembangunan
wilayah atau kawasan;

4. perumusan konsepsi rencanaiata ruans danlatau

(1)

(2t

t81t,
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5. penetapan rencana tata ruang.

b. kerja sama dengan pemerintatrr pemerintah daerah,
dan/atau sesama alnsur masyarakat ddam perencanaan
tata mang.

(3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat
berupa , 

,,

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan fu*gt
b, kErja qar[a dengan PEmerintatr, pemerintah daerah,

dan/atau sesarna unsur masyarakat dalam pemanfaatan
ruarg;

c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan
lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam
pemaafaatan ruaflg darat, rua.ag laut, ruang udara, dan
ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal
serta sesuai dengan ketentuan perafuran
perundangundangan;

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan
ser.ta memeliha-ra dan meningkatkan kelesta-rian fungei
linglarngan hidup dan sumber daya alam; dan

f. ksgatan inregtasi ddam petnarrfaetan ruang $eeuai dengao
kstentuqt-lper4turanFrer-qndang-undarlga!],

(4) Benhrk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan
ruang dapat berupa :

a. masukan terkait aratran danlatau perahrran znr:,asi,
perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta
pengenaan sanksi;

b. keikutsertaan dalam memantau drt, mengawasl
pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang
berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan
atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang
mala4ggsr ranaana tata ru.ang yang tElatl ditEtapkan; dan

d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang
berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak
sesuai dengan rencana tata mang.

Bagfar Ketfgr
Tata eara Peraa tasyaretat

Paral 65

(1) Peran masyarakat dalam penataan mang dapat disampaikan
secara langsung dan/atau terhrlis, kepada :



(2t

(3)

(4)

(s)
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a. menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian
terkait dengen penataan ruang;

b. gubernur; dan

c. bupati/walikota.

Pelaksanaan peran masyarakat dilakukan secara bertanggung
jawab sesuai dengan ketentuan peraturan penrndangan-
undaugan dengeo ruenghqrnlrati nqrma ag4llra, kesusilaa4, darl
kesopanan.

Tata, cara peran masyarakat dalam perencanaan ta;ta ruang
dil,aksannkan dengan cara :

a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan,
potensi dan masalah, rumusan lionsepsi/rancanlan rencana
tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum
pgrtemuq-r-u dan

b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan
ketentuan perattrran perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran masyarakat
dalam perencanaan tata ruang di daeratr sebagaimana
,dimaks.ud delam 4yat (9) diatur dEngan PEratur-an MEntEn'

Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan nrang
dilaksanakan dengan cara :

a. menyampaikan masukan mengenai kebiiatcan pemanfaatan
nrang melalui media komunikasi dan/atau forum
p_ertgl2ouan;

b. kerja sama ddam pemanfaatan mang sesuai dengan
ketenhran peraturan perundang-undangan;

c. pemanfaatan nrang sesuai dengan rencana tata ruang yang
telah ditetapkan; dart

d. penaatan tertradap inn penarrfaatan ruang.

Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanf-aatan
mang dilaksanakan dengan cara :

a. rnenyernpaikan masukar.r terkait arahan da-n/atau peraturan
rcnaai, perizinan pemberian ineeatif dan disineentif serta
p€ng€naan sanksi kepada pejabat yang berwenang;

b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;

e. melaporlcan kepada instansi dan/atau pejabat yang
berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan
atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang
lroetauggar rpnaana tata ruang yang t€lqh ditetapkaq; dao

d. mengajukan keberatan terhadap keptrtusan pejabat yarlg
berwenang terhadap pembangunan yangl tidak sesuai
dengan rencane tata mang.

(6)
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(71 Tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) dilaksanakaq sesuai dengan ketentuan peraturan
Berundgng-wldangan,

BABX 
I

KELEUBAGAAIT

Palal 66

(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan
ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang
p-enataan rualrg dibentuk Badan Kqpdmasi Pena!ffan Ruang
Daeratr.

(21 Tugas, susunan organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi
Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diahrr dengan Perahrran Bupati.

BAB XI
TBTEIT?UAIT PEIIflDII3AIT

Pmil 67

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang berhrgas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak
pidana seb.agaimana dimaksud dalam Porahrran Daprah ini
dapat juga dilakukan sloh Penndik PEgawal Nesen 9ipil di
linglqnga,n pemerintah katupaten.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berwenang:
a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan

tindak pidana di bidang RTRWK;

b. melakulean pemerikseafl atas kebena-tan laporan atau
pengaduan berkonaan dengan tindak pidana di bidang
RTRWK;

c. melakukan pemanggtlan terhadap pereeorangan atau badan
usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
eebagai saksi dalam tindak pidana di bidang MRWK;

d. melakukan pemeriksaan terhadap persoorangan atau badan
usatra yang diduga melakukan tindak pidana di bidang
BTRWK;

e. memeriksa tanda pengenal seseorzrng yang berada di tempat
terjadinye tidak pidana di bidang BTRWK;

f. melakukan penggeledatran dan penyitaan bar.ang bukti
tindak pidana di bidang RTRWK;

B, memtnta keteranges qtau bahm bsk-ti den perseerangan
atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di
bidang RTRWK;

(1)

(2)
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h. meminta banhran ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
PenYtdikan;

i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup

bukti tentang adanya tindak pidana di bidang RTRWK.

Pen3ridik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dirnalcsud pada ayat
(1),memberitahut<an dimulainya penyidikan dan menyeratrkan
hasilpenyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui
Penyidikl(epglis. rqn Negara Republik Indonesia.

BAB XII
ITEEEITTUAI| PTDAITA

Pmil 68

Setiap or.ang yang melanggar ketentuan pemanfaatan rlang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dapat
dikcnalwt sanksi pidana sesuar dengan perat-qpan perundang-
undanggn yang berlalnr,

Setiap pejabat pemerintatr yang berwenang menerbitkan idrt
mElahukan pelaqgsarar eebagallBana dimaksud dalatrq Pasel 51
ayat l2l huruf b dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan
peratuFan pemndang-undangan yang berlaku.

Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (21

pelaku dapat dikenakan pidana tambahan bempa
pemberhentian seqara trdak dengan homrat dan jabatannya,

Splern ancamar-r pidana sebegaimane dimaksud pada ayat (1),
ayat (21 den ayat (9) depat juea dipidena dengen pidana ses-ue!
perahrran penrndang-undangan yang berlaku lainnya.

BAB XIU
I{EIEf,TUAIT I,AIIT.I,AIIT

P.sel 69

(1) Jangka walrhr RTRW Kabupaten Tapin adalatr 2O (dua puluh)
yaihr tahun 2Ol4 - 2034 dan dapat ditinjau kembali 1 (sanr)
kali dalam 5 (hma) tahun.

(21 Dalam kondisi lingkungan strategis tertenhr yang berkaitan
dengan boncana alam skala besar dan/atau pgnrbatran batas
tereterial p1o-rri,nsi yang dr tetapkan dengan peratura!-l
fterundang-undang, RTRW ka.bupaten dapat ditinjau kembali
lebih dar-i 1 (satu) lcali dalam 5 (lima) tahun.

(l)

(21

(3)

(4)
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Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (21juga
dilalr-ulwl apabila terjadi perubahan kebiiakqn nasipnal dan
strateg yang r-nempengaruhi Bemanfaatan ruang kabupaten
dan/ ataU dinamika internal kabUpatqn,

Feraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Tapin Tatrun 2Ol4-
2034 dilengkapi dengan lampiran materi teknis, album peta
ekala 1:5Q.000 dan mentpakan bagan yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini,

Operasionalisasi RTRW Kabupaten Tapin disusun RDTR
Kawasan Perkotaan kabupaten dan Rencana Rinci Tata Ruang
Kawasan Strateds Kabupaten ditetapkan desgan Peraturan
Daerah.

Luas defrnitif kawasan hutan lindung sebageimena dimaksud
dalam Pasal 2a dilakukan setelah tata batas dan ditetapkan
oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

Batas dan luas wilayah kawasan hutan dalam Peraturan Daerah
ini mempakan batas dan luas wilayah hutan tentatif
(sementara) sesuai dengan penunjukan kawasan dan batas
serta luas wilayah administrasi pemerintahan sedangkan batas
dan luas wilayah kawasan hutan definitif dilalrukan melalui
tahqpan dan prqsedur psnguhhan kawasan hutau sesuat
dengan ketentuan parundang-undangan.

Batas wilayatr administratif, batas kawasan hutan, pembesaran
skala peta kawasan hutan skala 1: 25O.0OO yang mempakan
ketenhran tentatif (sementara) eampai adanya penetapan batas
wrlayab sdministralf, batas kawasan hutan, Beta kawasan
hutan skala 1:50,QOQ dan/atau qkala I;25,OQQ yang definitif.

Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri
Kehutanan terhadap bagtan wilayah I(abupaten yang
borwawasan hutannya belup disepakati pada saat perda ini
ditEtapkan, reneana dan album peta sebagaimana dimaksud
pede ayat (4) disesuaikan dengan pealng\rkan kanrasan hutan
berdasarkan hasil kesepalcatan Meater-i Kehutanan.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang
wilayah, diatur lEbih larriut olelr Peraturan Bupati,

BAB XIV
K]ETEITTUAIT PERAI,IIIAIT

Pesel 7(l

(1) Pada saat Peraturan Daeratr ini mulai berlaku, maka
pelalsanaan Perahrran daerah yang berkaitan dengan penataan
nrang daerah yang telah ada dinyatalmn masih tetap berlaku
separdang Udak bertentangan dengan ketentuan datam
Peraturan Daerah ini.

( 10)

w
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(21 Pada saat Peratrrran Daerah ini mulai berlalm, maka :

a. izin pemenfaaten ruang yang telah dikeluarkan dan telah
sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku
sesuai dengan masa berlakunya;

b. izin pemanfaatan yang telatr dikeluarkan tetapi tidak sesuai
dengan ketenttran Peratrrran Daeratr ini berlalm ketentuan :

1. untuk yang belum dilaksanalcan pembangUnannya, Dln
tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan
berdasarkan Peraturan Daeratr ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya,
pemanfaatan ruang ditat<rrkan sampai izin terkait habis
masa berlal$ dan dilakukan penyeeuaian dengan fungsi
k_awasan berdasark-an PEraturan deerah rni;

3. untuk yang sudah dilaksanakan dan tidak
Ear-nxngkink-an unhrk dilakukan panyesuaian dengan
fungsi kawasan berdasarkan Perahrran Daeratr 1n1, izlr:
yang telah diterbitlcan dapat dibatalkan dan terhadap
kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin
tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;

1. peuggantian terhadap kerugtan yang timbul sebagat
akibat pembatalan izrn tersebut dibebankan pada
Anggaran P'endapatan Belanja Daerah yang
membatalkan / mensabu t tznr dimetsggd;

5. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada
angke 3 (tiga) dilaklkan dengan memperhatilran
tndiketor sebagai benk*t ;

a) memperhatikan harga pasaran setemii,at;

b) sesuai dengan Nilai JuaI Objek Pajak (NJOP-); dan
c) sesuai dengan kemampuan daeratr.

6. Ketentuen lebih lanjut mengenai rcknis penggentiafi
yang layak diatur dengan Peraturan Bupati.

c. pemanfaatarr ruang di Kabupaten yang diselenggarakan
tanpe izin dan bertentangan dengan ketenhran P.eraturan
Daeratr hi, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan
Peraturan daerah ini; dan

d. pemanfaatan ruang yeng sosuai dongan kotentuan
Perahrran Daeratr ini, agar dipercepat unhrk mendapatkan
rzin yeng diperlskel,

PmrI 71

Rencana tata nrang wilayah Kabupaten menjadi pedoman nntuk :

a. pen5rusunan rencana pembangunan jangka panjang daeratr;
b. penyusunan r€neaRa pembangunafl jengka menengalt daerah;
c. pemanfaatan r-uang dan pengendalian pemanfaatan mang di

wilayah kabupaten;
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d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar
sektor;

e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
f. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

BAB XTI

KEGEITTI'AIT PEf,UTI'P

ParCl72

P.ada saat Peraturan Daerah ini mulai berlalinr, mal<a Peraturan
Daeratr Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 04 Tatrun L994
tentang Rengana Tata Ruang Wilayatr Kabupaten Daeratr Tingkat U
Tapin (Lembaran Daerah Kab-upaten Dasrah Ttnekat II Tapin Nomqr
Q1, Sen Q, Nsmqr $en Ql), diqabut dan drqvataka$ tid-ak bertalsa'

Pesal 73 :

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetatruinya, memerintatlkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembarart
Dasrah Kabupaten Tapin'

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 30 Oktober 2Ol4

DAERAIT IIABI'PATEIT TAPIII ,

DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2OI4 NOMOR 10

qfi

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 30 Oktober 2Ol4

NOREG PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN t (t6lZolsl
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PEITJELIISAIT
ATAE

PERATI'RAIT DATRAII KABTIPATEIT TAPITT

ITOUOR 1(, TAIIIIIT 2OI4

TEITTAITG

REI{CAI|A TATA RUAITG WILAYAH I(ABTIPATEIT TAFIIT
TAIII'il 2OL4.2W

UTUT
Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor

26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang
wilayatr Nasional, wilayah Propinsi dan rrilayah Kabupaten/KoLa
dilalrul-ran secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan
ruarrg witayah Propinsi dan wilayah l(abupatenf Kota, disamping
meliputi nrang daratan, juga mencakup ruang perairan daea

ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peratrrran
pemndang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang
Pemerintahan Daerah dijelaskan batrwa wilayah l(abupaten yang
berkedudukan sebagai wilayah administrasi, terdiri atas wilayah
darat dan wilay'ah perairan.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daeratr antara lain
dispbutkan balrwa pembenan kedudulran Kabupaten ssbacat
daeralr otonam dan sekaligus $ebagai wilayah administrasi
dilakukan dengan perdtnbangan unflrk memetihara hubungan
seraei antara pusat, propinsi dan daeratr, untuk
menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas
Keb.upeten,

Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagr
manusia dan makhluk hidup lainnya dan rnelakukan
kegatannya yaog perlu disyukuri, dihndunei dan drkelola, Ruang
wqiib dikembangkan dan dilestankao pEmanfaatannya seeara
optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yalrug
berkualitas. Ruang sebagai salah satu sumberdaya alam tidak
mengenal batas wilayah. Berkaitan dengan pengatrrrannya,
dtpe_rlqkqn kejqlsse11 batqq, fuqggi {ea qtptem dalam satu
ketentuan.

Wilayah Kabupaten Tapin meliButi daratan, perairan dan
udara, terdiri dari wilayah Kecamatan ya.:rlg masing-masing
merupakan suatu ekosistem. Masing-masing subsistem meliputi
aqpek pglitik, qgqial brldaya, pertatranan keqmqnqn, de,
kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang
berbeda sattr dengan yang lainnya.
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Penataan Ruang Kabupaten Tapin addatr proses
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian
peilIanfaatan ruang yang diqelenggarakan oleh pemenntah
Ka-btrpaten di wilgyah yang menjadi kewgnangan I(atrr-pat9n,
dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan
sumberdaya daerah untuk meurujudkan kesejahteraan
masyarakat di Kabupaten Tapin.

Fene"taas rumg Ke.bupeten Tapu yeng dide.sarkan pede
karakteristik dan daya dukungnya serta didukrng oleh teknologi
yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan
koseimbangan subsistem y{Lg satu berpenganrh pada subsistem
lainnya dan pada pengelolaan subsistem yang sattr akan
berpengamh pede sqbqislgm yeng lainnya, gghingga akhirnya
akan mempenganrhi sistem ruang seoara keselunrhan serta
dalarn pengahrran larang yang dikembangkan perlu suahr
kebijakan penataan ruang Kabupaten Tapin yang memadukan
bertiagai kibiiakan pemanfaatan ruang.

Selanjutnya dengan maksud tersebut, maka peld<sanaan
pembangunan di Kabupaten Tapin hanrs sesuai dengan rencana
tata ruang, aBtr dalam pemanfaatan mang tidak bertentangan
dengan suhstansi Rencana Tata Ruang Wilayah lkhupaten Tapin
yang disepakati.

U, PABIU PEUI FASA}
Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ftrjuan Penataan ruang adalah sebagai dasar untuk
memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang
wilayatr kabupaten; memberikan arah bagi pen5rusunan
indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; sebagai
dasar ddam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan
ruang wila3rah kabupaten.

Ttrjuan penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi :

e. sebagai dasar untuk memformulasikan kebiiakan dan
strategi penataan ruang wilayah kabupaten;

b. memberikan arah bagi penJrusunan indikasi program
utama dalam RTRW kabupaten; dan

c. sebagai dasar dalam penetapan aratran pengendalian
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
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T\rjuan penataan ruang wilayah Kabupaten dirumuskan
berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah,
karaleteristrt wilayah, isu stratess; dan kondisi objEktif yane
diinginkan.

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayatr kabupaten addah
serangkaian konsep dan aaas yang menjadi garis besar dan
dasar dalam pcmanfaatan ruang darat, laut, dan udsra,
termasuk ruang di dalam bumi,

Kebiialran penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi
sebagai:

a. dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang
wilayah kabupaten;

b. dasar unhrk merumuskan struktur dan pola ruang
wilayah kabupaten;

c. aratran bagi penyusunan indikasi program utama ddam
RTRW kabupaten; dan

d. dasar dalam penetapan aratran pengendalian
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Pasal 6

Strategi penataan rrang wilayah kabupaten adalatr langkah-
langkatr pelaksanaan kebijakan penataan mang wilayah
kabupaten.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi :

a. sebagai dasar unttrk pen5rusunan rencana struktur ruang,
r€noana .pola ruang, dan penetapan kawasan stf,ategig
kahrupaten;

b. memberikan arah bag penJrusunan indikasi program
utama dalam RTRW kabupaten; dan

c. sebagai dasar dalam penetapan aratran pengendalian
pemanfaatan ruang urilay.ah kabupaten.

Pasal 7

Ayat (1)

Stnrktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana yang
mencakup sistem perkotaan wflayatr katnrpaten yang
berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah
pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten
yang dikembangkan unhrk mengintegrasikan wilayah
kabuBaten selaln untuk melayani kesiatan skala
katupa.tpn yang melipUti sistsm jaringan transportasi,
sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan
telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air,
termasuk selunrh daeratr hulu bendungan atau waduk dari
daerah alifeq QB48d, 99rt4 plegefe1q lqtqfiva vq11g
me-ririlild satala layanan satu kabupaten.
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{

Rencana stmktur nang wilayah kabupaten berfungsi :

l. sebagai aratran pembentuk sistem pusat kegiatan
wilayatr kabupaten yang memberikan layanan bag
kawasan perkotaan dan kanrasan perdesaan di
sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan

2. sistem perletakan jaringan praslarana wilayatr yang
menunjang keterkaitannya. serta rnemberikan layarlan
bae fungsi kedatan yang ada dalem wl-ayah
katqpaten, tenftama Pada Pnsat-Pu$et
kegiatan/perkotaan dan perdesaan yang ada.

Rencana stmktur ruang wilayah kabupaten dimmuskan
bedasarkan: kebijakan dan strategi penataa,n ruang
w*rlrvah kabupatpn, kebutuhan pengergbmgsn dan
pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukr.rng
kegiatan sosial ekonomi, daya dukrng dan daya tampung
linglungan hidup wilayatr kabupaten dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayatr Kabupaten Tapin
memperhatikan dan mengadopsi kebljat<an pengembangan
sistem perkotaan berdasarkan aratran RTRWN dan RTRWP
Kalimantan Sc1atan, yang selanjutnya diintcgrasikan
dengan penetapan sistem perkotaan den sistem prasarana
wilayah kabupaten. Kebiiakan ini dimahsudkan untuk
menjamin keterpaduan stnrktur ruang pada tingkat
Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten
Tapin.

Dengan demikian, nencana struktur ruang wilayah
Ihbupaten Tapn, rnencaktrp:

1. pusat-pusat kegiatan.

2, sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan
prasarana utama.

3. slstem jaringan prasarana lainnya mencaktrp; sistem
jaringen energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem
jaringan sumber daya air dan sistem jaringan
prasarana pengelolaan lingkungan.

Ayat (2)

Culmp jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a
hrsat Perkotaan disusun secara berhirarki menurut
fungsi dan besarannya sehingga pengembangan sistem
perkotaan dilakul€fr seeara selaras, saling
memperkuat, dan qprasi sphingga membenhrk satLr
sistem yang menunjang perhrmbuhan dan penyebaran
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H*TftI1" dan/atau kegiatan dalam ruans wilayarr

Huruf b
Cukurp jelas.

Ayat (21

Huruf a
Rrsat Kegiatan lokal vang selanjutrya disebut pKLadalatr kawasan n"*Ltqn yang berfirngsi unhrk
ft.Hff:giatan skata r<auupa:ten7k ; atarJ hb"r.p;

Huruf b
hrsat Kegiata, r.okar promosi yang sera,jutnya disebut

(PPK).

Huruf c
R'rsat perayanan Kawasan yang selanjutnya disebutPPK adalah r<awasSn perkotaan yang berfungsi untukmelayani kegratan skala kecamatan.

Ayat (3)

Rrsat pe,ayanan Lingrrugan yang seranjutnya disebutPP.L adalatr. kaw.ayo-p"."t gela-esaarr-i"rr' berfungsi

HH", 
melayani kegiatan 'beberapa 'a".6, d";;e;

- memiliki jumlatr
(tima ribu) jiwa
ribu)jiwa;

pendudulc paling sedikit S.OOO
sampai dengan 1O.OO0 (sepuluh

- memiliki fasilitas
beberapa desa se
pertama, sekolah
lapangan umu* "- memiliki simpul jaringan transportasi antar desamaupun antar kawasan perkotaan terdekat.Paeal 9

Yang dimalcsud dengan lsis
ketenhran ini adalah 

"istemkebututran dan pelayanan
a:ntar kawasan perkotaan d
serta keterkaitannya dengan Janngan transportasi wilayatrprovinsi dan nasional.
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Pengembangan sistem jaringan transportasi wilayatr
dimaksudkan untuk menciptakan keterkai,tan antarpusat
Provtnsi dan kabupaten serta meurqiudkan keselarasan dan
keterpaduannya dengan sektor kesiatan ekonqmi masyarakat.

Pengembangan sistem jaringan transportasi mencalmp
transportasi darat, dan transportasi perkeretaapian.

Humf a

Sistem transportasi darat menghubungk {, antar wilayatr
kabupaten, antar kecamatarr, antar desa, antar dusun-
dusun terBsnsil, Fgoyeberangan $srta kawssa-rl perketaan
dengan karrasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan
untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, budaya serta
pertahanan dan keamanan.

Hurrf b
Sistem jaringan perkeretaapian adalah sahr kesatuan
sistem yang terdiri atas prasarana, sarana dan
sumherdaya manusia, serta nornra, kriteria, persyaratan
dan prosedur unhrk penyelenggaraan transportasi kereta
api.

Pasel 1O

CtlkLrp jelas.

Pasal 1 1

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang
Jalan pada Pasal 6, pengelompokkan jalan sesuai dengan
peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus.
Jalan umum dikelompokkan menurrrt sistem, fungsi, stahrs,
dan kelas.

Jalan Nasional yang berupa jalan arteri primer dan jalan
kolektor primer ditetapkan melalui Peraturan Menteri.
sedangkan Jalan Provinsi ditetapkan metalui Perattrran
Gubernur.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

hurrf a
Yang dimaksud dengan jalan arteri primer menurut
Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34
Tahun 2006 tentang Jalan, adalah jalan wnum yang
mqnghub. ungkan sqgara berdayaguna qnf4rprrsat
kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasiond
dengan pusat kegiatan wilayah.
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Ketenhran rinci fungsi jalan arteri bukan jalan tol
berdasarkan Keputr,rsan Menteri Fekerjaan Umum
Nqmor 690/KPTS/M/ 2009.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jalan kolelrtor primer menurut
Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34
Tatrun 2;A06 tentang Jalan, adalatr jalan umum yang
menghubungkan secara berdayaguna antara pusat
kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal,
antarpusat kegiatan rrrjlayah, atau antara pusat
kegiatan urilayah dengan pusat kegiatan lokd.

Hurrf c
Yang dimaksud dengan "jalan kabupaten" menrpakan
jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang
tidak terurasuk jalan nasional dan jalan pr-oyrns-i, yang
menghubungkan ibukota kab. upaten dcngen ibukqta
kecamatsn, antar ibukota kecamata, ibukota kabupaten
dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal,
serta jalan umum dalam sistem jaringan sekunder
dalam wilayah bebUpatqU, dq4 jdeq Stfateslp
kabupaten.

Hurrf d

Cukup jelas.

Pasal 12

Terminal Penumpang Tipe C berfrrngsi melayani kendaraan
umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP),
angk*tan kpta dan/atau angl$tan Bedesaan,

Pemanfaatan ruang pada terminal penumpang memiliki
daerah kewenangan terminal meliputi daerah lingkungan
keda termind, menrpakan daerah yang dipenrnhrkkan untuk
fasilitas utarna dan fasilitas penunjang terminal dan daerah
pengeweseq tsmina"l, merupalren de.ereh di luer de.erah
lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh pehrgas terminal
untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.

Pasal 13

Jaringan pelayanan anglnrtan umum di Kabupaten Tapin
menrpakan beigian dari'-sistem jaringan pelayanan angklrtan
umum kovinsi Kalimantan Selatan, melayatri trayelc AKDP,
anglnrtan p-erkptaan dan anekutan perdesaan.

Pasal 14

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau
perairan dengan batas-batas tertentu sebogai tempat kegiatan
pemerintahan dan kegiatan pengusatraan yang dipergunakan
sebagai tempat kapal bersandar, naik tr.rrun penumpang,
dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat
berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan
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dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan
serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarrnoda
transpqrtasi,
Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran,
keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang
dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar,
tempat perpindahaq intra-dan/atau antarnqqde $erta
mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap
memperhatikal tata ruang wilayah.

Pasal 15

Pengembangan jalur perkeretaapian merupakan bagian dari
sistem jaringan jalur kereta api nasional, yang dima.ksudkan
untuk mengurangi keterganhrngan kepada angkutan
kendaraan j*lan raya. Peluang pengembangan sistem jaringan
kereta api di Kabupaten Tapin menrpakan bagran dari sistem
jaringan Provinsi IGlimantan Selatan yang lebih diarahkan
kepada keretaapi penurnpang dan barang yang ditakukan
setelatr melalui kajian.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Sistem jaringan energi adalah pemanfaatan sebagian dari
sumbendaya alarn sebagai sumber energi dan atau energi
baik seoara langsung maupun dengan proses konservasi
dimana pengelolaannya sesuai ketentuan peraturan
pemndang-undangan.

Ayat (21

Yang dimaksud dengan lembangkit tenega listrik' adalatr
flasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik, yang
tidak diarahkan di lokasikan di Kabupaten TaBin,
Pengembangan pembangkit tenaga listrik dilakr:kan dengan
memanfaatlan sumber energi tak terbamkan, sumber
energi terbamkan, dan sumber energi barr.
Pembangkit tenaga listrik, antara lain, meliputi Pembangkit
Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga
Diesel (PLTD)

Yang dimaksud jaringan transmisi tenaga listrik adalatr
sistem jaringan unhrk menydurkan tenaga listrik untuk
kepenting€rn umum disebut juga dengan jaringan transmisi
na-sional-yang melintas di- wilayatr- Provinsi Kalirnantan
Selatan atau udlayah Kabupaten Tapin terdiri atas rencana
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tingg (SUTET) dan
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
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Yang dimaksud jaringan distribusi tenaga listrik adalah
adalah penyaluran tenaga listrik dari sistern tra.nsmisi atau
dan pqmbanekitan ke k-oqsumen, yang terdin dan Gardu
Induk, Gardu Pen5rulang, dan transmisi tegangan
menengah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Sistem jaringan telekomunikasi yang terdiri atas sistem
jaringan terestrial dan satelit dimaksudkan unhrk
manciBtskan sebuah sistem telekomunikasi ncsianal yaug
endal, lnetndiH janskauan luas dan mlerale,, dan
terjangkau. Sistem jaringan telekomunikasi tersebut
menoakr.rp pula sistem jaringan telekomunikasi yang
menggunakan spektnrm frekuensi radio sebagai sarana
transmisi.

Huruf a

Jaringan kabel adalatr sistem yang memanfaatkan
jaringan kabel logam maupun kabel serat optik sebagai
sarana komunikasi suara maupun data.

Huruf b

Jaringan nirkabel adalah sistem yang memanfaatkan
gelombang radio yang diterima dan dipancarkan melalui
menara telekomunikasi sebagai sarana komunikasi
sua.ra rnaupun data.

Yang dimaksud dengan nmenara telepon seluler
bersamaz adalah memanfaatkan secara bersama-sama
pada satu menara oleh beberapa operatror telepon
seluler. Kebuttrtran pengembangan dan lokasi
penyebaran rnenara telekomunikasi dan Ba.&
Wanlwiver $tatrpn (BTS) tsrpe"du drlekrrken petelqh
melalui kajian teknis dan memenuhi ketentuan yang
berlaku.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ctrkup jelas.

Ayat (a)

Culup jelas.
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